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A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 alinea ke-4 (empat) memberikan pedoman
tujuan berdirinya negara. Semenjak demokrasi menjadi atribut utama negara modern, maka
pemerintah merupakan mekanisme utama untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa
pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat. Kewenangan suatu pemerintahan akan
tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak dan aspirasi rakyat
sebagai nilai tertinggi diatas kehendak negara, pemerintah daerah memiliki posisi sentral yang
tercermin dalam doktrin tentang kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa
pemerintah sebagai wakil rakyat (agent) yang memiliki kompetensi untuk mengungkapkan
kehendak (aspirasi) rakyat dalam mencapai akuntabilitas.
Berpedoman pada tujuan berdirinya negara, konstitusi mengamanahkan arah
pembangunan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Permendagri Nomor
52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD menyebutkan bahwa proses pencapaian
tujuan negara tertuang dalam nawa cita terutama cita kedua yaitu tercipta pemerintahan yang
bersih, efektif dan terpercaya. Pencapaian tujuan negara secara kongkret dapat dilihat dari
anggaran yang disusun dan terlaksana dalam proses pembangunan. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) merupakan konfigurasi tata kelola negara. Bambang
(2002) menyebutkan bahwa aspek yang paling penting dalam penyusunan APBD adalah
partisipasi maksimal dari pihak manajemen dalam setiap unit pemerintahan yang memiliki
kewenangan dalam menyusun APBD.
Cita-cita luhur bangsa yang dituangkan dalam nawa cita tentu tidak semudah
membalikkan tangan bila dihadapkan dengan permasalahan bangsa yang cukup kompleks.
Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sering dijumpai di negara maju ataupun
berkembang (Kotera, 2012). Senada dengan Kotera (2012),  Ikhsan (2014) menyebutkan bahwa
permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yang paling substansial dalam hal birokrasi salah
satunya adalah tingginya tingkat korupsi. Tingginya tingkat korupsi yang ditengarai oleh
rendahnya akuntabilitas, telah menunjukkan bahwa ada ketidak-sesuaian antara keinginan
masyarakat sebagai principal dan Pemerintah sebagai agent. Teori keagenan memandang bahwa
pemerintah daerah sebagai agents bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh
kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak
dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat (Setiawan,
2012).
King (2000) menyebutkan bahwa dalam sejarah berdirinya negara Indonesia telah
terjangkiti korupsi yang cukup fatal. Hal tersebut disampaikan King (2000) bahwa sistem
ekonomi era Soekarno dan Soeharto menganut sistem ekonomi sentralisasi yang mana komando
kebijakan ekonomi dianut secara terpusat dan dikelola secara kroni atau kekeluargaan.
Berdasarkan tesis yang disusun King (2000) tersebut dapat diperoleh bahwa sistem ekonomi
Sentralisasi pada era orde baru dijadikan senjata untuk mengatur keuangan berdasarkan kekuatan
kekuasaan, sehingga perlu kiranya dikaji lebih dalam mengenai pengaruh desentralisasi dalam
mengurangi korupsi sekaligus menguatkan akuntabilitas.
Tesis King (2000) menunjukkan besarnya skala korupsi yang ada di Indonesia
berdasarkan pada kekuatan rezim yang berkuasa. Indonesia pada masa orde baru telah
menggambarkan bahwa era Soeharto dengan gaya kepemimpinan otoriter bersama militernya
telah memperkaya keluarga dan kroninya. Militer dan Soeharto dalam menjalankan kekuasaan
menggambarkan bagaimana distribusi diatur untuk menghidupi kroninya dengan sistem
patrimonial. Harold Crouch dalam King (2000) menyebutkan setidaknya ada 2 (dua) hal
substantif yang mendasari patrimonial: Pertama, elit politik harus memiliki ideologi yang
seragam dan kekuatan yang tersentral. Kedua, massa harus pasif dan terisolasi dari politik.
Pada masa reformasi, pemerintah berusaha mengurangi tingkat korupsi dalam birokrasi
melalui aturan mengenai Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 serta Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 juncto Keputusan Kepala
LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan didorong semakin
meningkat. LAKIP sebagaimana yang dimaksud Inpres Nomor 7 adalah memuat tentang capaian
kinerja instansi dan laporan capaian realisasi anggaran, sehingga masyarakat atau stakeholder
mampu memahami capaian kinerja pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur
dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007, telah disebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah
terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas pada lingkup
pemerintah daerah.
Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang
berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif. Dalam kaitannya dengan anggaran
berbasis kinerja, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja manajerial
dalam mencapai efisiensi dan efektifitas penganggaran (Sugimin, 2009, Aristanti,2009).
Sementara itu, Tobias (2016) menunjukkan bahwa tindakan inovatif dari pimpinan sebuah
organisasi/entitas akan membantu mengurangi tingkat korupsi. Pernyataan Tobias (2016)
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dalam bentuk inovatif akan mempengaruhi tingkat
akuntabilitas dalam kinerja. Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang menjelaskan mengenai kepemimpinan daerah (kepala daerah)
memegang peran vital dalam proses manajerial, yaitu pengambil kebijakan pada wilayah
setingkatnya.
Kabupaten Tana Tidung sebagai elemen pemerintah daerah yang taat konstitusi berupaya
untuk mencapai akuntabilitas sebagai perwujudan kinerja yang diharapkan masyarakat.
Kabupaten Tana Tidung dalam dinamika politik ikut menyelenggarakan pemilihan kepala daerah
serentak seluruh Indonesia pada tahun 2015. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 08 tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak
gelombang pertama terjadwal pada Desember 2015. Berdasarkan pada ketentuan Undang-
Undang maka Bupati Tana Tidung periode 2010-2015/petahana yang hendak mencalonkan diri
harus mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan penjabat bupati yang ditunjuk oleh
Pemprov Kalimantan Utara disertai rekomendasi dari Kemendagri. Pergantian kepemimpinan ini
menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung dalam usaha mencapai
akuntabilitas.
Bukti empiris ditemukan bahwa pergantian kepemimpinan pada tahun 2015 di Kabupaten
Tana Tidung menyebabkan akuntabilitas belum tercapai secara optimal. Akuntabilitas pada
pemerintah daerah dapat dilihat melalui opini yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
diperoleh informasi bahwa Kabupaten Tana Tidung mendapatkan opini wajar dengan
pengecualian. Catatan yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di antaranya adalah
pengelolaan aset yang masih harus disesuaikan dengan tata aturan yang berlaku. Temuan
berikutnya dari BPK adalah tenntang akuntabilitas anggaran di Kabupaten Tana Tidung. Laporan
Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa masih ada penyalahgunaan anggaran pada belanja tak
terduga sebesar Rp. 126 juta, kerugian kas yang dibawa kabur oleh bendahara sebesar Rp. 246
juta, kelebihan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar Rp. 109 juta yang
menyebabkan kerugian negara secara materiil (Badan Pemeriksa Keuangan, 2016). Laporan hasil
pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa yang menghambat pencapaian pemerintah daerah
dalam perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih dalam permasalahan
akuntabilitas. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi salah satu kunci pemerintah daerah untuk
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik..
Penelitian dalam bidang akuntansi keprilakuan yang mengambil sudut pandang
akuntabilitas sudah banyak dilakukan (Almquist 2012; Saputra 2014; Suhardjanto dan Rena
2011), namun penelitian terkait akuntabilitas ini masih sangat relevan untuk diteliti kembali
sebagai usaha mendukung konstruksi good governance. Penelitian ini adalah pengembangan dari
penelitian Sugimin (2009), Saputra (2014), Suhardjanto dan Rena (2011). Sugimin (2009)
menggunakan variabel gaya kepemimpinan dan desentralisasi untuk memoderasi pengaruh
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Saputra (2014) menggunakan variabel
independen pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial dan
pelaporan/pertanggungjawaban anggaran. Penelitian Suhardjanto dan Rena (2011) menggunakan
karakteristik (size) dalam menganalisis kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan
pemerintah. Penelitian ini menggunakan variabel independen gaya kepemimpinan, desentralisasi,
partisipasi anggaran dan ukuran SKPD sebagai variabel moderasi.
Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adalah tahun dan tempat
penelitian. Sugimin (2009) mengambil tempat penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Sragen pada tahun 2009, sedangkan Saputra (2014) mengambil tempat
penelitian di pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2014. Penelitian ini mengambil tahun
penelitian pada tahun 2015 dan lokasi penelitian adalah Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Utara.
Selain tempat dan tahun, objek penelitian yang dijadikan sampel juga berbeda dari
penelitian sebelumnya. Penelitian dari Sugimin (2009) mengambil sampel dari pejabat eselon I,
II, III dan IV dari SKPD yang ada di Kabupaten Sragen. Sementara itu penelitian Suhardjanto
dan Rena (2011) mengambil sampel penelitian dari pemerintah daerah kabupaten/kota di
Indonesia. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan pada objek penelitian adalah pejabat
eselon II, III, dan IV di SKPD Kabupaten Tana Tidung.
Perbedaan selanjutnya dari penelitian sebelumnya adalah variasi model penelitian.
Sugimin (2009) menggunakan satu variabel independen dalam hubungannya terhadap variabel
dependen dengan menyertakan dua variabel sebagai moderasi. Saputra (2014) hanya menguji
pengaruh variabel independen terhadap dependen, sedangkan Suhardjanto dan Rena (2011)
menggunakan karakteristik pemerintahdaerah dengan diproksikan menggunakan 5 (lima)
variabel independen. Sementara itu penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi berupa
ukuran SKPD atas pengaruh 3 (tiga) variabel independen terhadap variabel dependen.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menyusun penelitian terkait
pengaruh gaya kepemimpinan, desentralisasi, partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas dengan
ukuran SKPD sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan
objek penelitian pejabat eselon II, III, dan IV di Kabupaten Tana Tidung.
